
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 9 TAHUN 2023 

 

TENTANG  

 

KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA,  

DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan 

Besaran Penghasilan Pimpinan, Anggota, dan Alat 

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Repubilik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6736); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 
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Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 62); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 32); 

17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

188.44/0688/KUM/2019 tentang Peresmian 

Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut masa Jabatan Tahun 2019–2024; 

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 170/15/Kep./DPRD-TL/III/2022 

tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/32/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan 

Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut; 

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 170/3/Kep./DPRD-TL/II/2022 

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/33/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan 

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut; 

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 170/4/Kep./DPRD-TL/II/2022 

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/34/Kep./DPRD-TL/2019  tentang   Pembentukan  

Badan  Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut; 

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 170/16/Kep./DPRD-TL/III/2022 

tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/35/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut; 
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22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 170/6/Kep./DPRD-TL/II/2022 

tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  

170/36/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan 

Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

MENETAPKAN:  PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BESARAN 

PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA, DAN ALAT-ALAT 

KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah Bupati Tanah Laut. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga  Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua 

dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan. 

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut. 

8. Alat kelengkapan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Komisi I, Komisi II, 

Komisi III, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, 

Badan Legislasi, Panitia Khusus dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut. 

10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan 

Anggota DPRD. 

11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 

dan Anggota DPRD untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat. 
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12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris dan Anggota. 

13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan 

setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan 

kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau 

Anggota Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau 

Badan Anggaran atau alat-alat kelengkapan lainnya. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA 

PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 

 

Bagian Kesatu 

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

 

Pasal 2 

 

(1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan 

yang pajaknya dibebankan pada: 

a. APBD, meliputi: 

1) Uang Representasi; 

2) Tunjangan Keluarga; 

3) Tunjangan Beras; 

4) Uang Paket; 

5) Tunjangan Jabatan; 

6) Tunjangan Alat Kelengkapan; dan  

7) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 

1) Tunjangan Komunikasi Intensif; dan  

2) Tunjangan Reses. 

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota 

DPRD. 

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. 



7 
 

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) 

dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

 

Pasal 4 

 

(1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan 

beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 

 

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 

10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan. 

 

Pasal 6 

 

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 7 

 

(1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 

7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang 

duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan 

Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat 

kelengkapan lain.  

(2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 

diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:  

a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); 

b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen); 

c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan 

d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen). 

dari tunjangan jabatan ketua DPRD 

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan 

melaksanakan tugas. 
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Pasal 8 

 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja 

kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD 

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 

ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:  

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; 

b. sedang, paling banyak 5 (Iima) kali; dan 

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; 

dari uang representasi ketua DPRD. 

 

Bagian Kedua 

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

 

Pasal 9 

 

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. jaminan kesehatan; 

b. jaminan kecelakaan kerja; 

c. jaminan kematian; dan 

d. pakaian dinas dan atribut. 

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan 

berupa: 

a. Tunjangan Perumahan; dan 

b. Tunjangan Transportasi dan atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa 

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. 

 

Pasal 10 

 

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a 

diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang–

undangan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk 

isteri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– 

undangan. 
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(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang 

bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(4) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam 

Negeri serta tidak termasuk isteri dan anak. 

 

Pasal 11 

 

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan 

kecelakaan kerja dan Jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

 

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun. 

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi, efektifitas, dan 

kepatutan. 

 

Pasal 13 

 

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai 

standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

(2) Kendaraan dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD dan operasional belanja dan 

pemeliharaannya dibebankan pada APBD. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan 

dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah 

Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau 

berakhirnya masa bakti. 

 

Pasal 14 

 

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, 

dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. 

 



10 
 

Pasal 15 
   

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

dan Kendaraan dinas Jabatan bagi Anggota DPRD, kepada yang 

bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan 

transportasi. 

(3) Tunjangan perumahan dan Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 

dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 

tanggal pengucapan sumpah/janji 

(4) Bagi suami dan/atau isteri yang menduduki Jabatan sebagaimana 

Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya 

diberikan salah satu tunjangan Perumahan. 

(5) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya 

menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak 

diberikan tunjangan perumahan. 

(6) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan 

sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan 

transportasi. 
 

Pasal 16 
 

Apabila rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 

telah disediakan oleh Pemerintah Daerah maka tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat 

diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.  
 

Pasal 17 
 

(1) Besaran penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas penghasilan 

yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Bagian Ketiga 

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 
 

Pasal 18 
 

(1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau 

mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.  

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, 

dengan ketentuan:  

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 
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b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; 

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan 

uang representasi. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli 

warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 

hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 19 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 2 Januari 2023 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 2 Januari 2023     

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 9 


